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KEMENDAGRI. Pengawasan Ormas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG

PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus

memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara
untuk  berpartisipasi dalam  pembangunan = demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan

akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan

pengawasan,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah;

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga
Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5959);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan
tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk
menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan
tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah

dan pemerintah daerah dalam upaya pengawasan Ormas.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.

Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau
lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus
Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada
daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka

Dekonsentrasi.
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Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan
efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan

c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

BAB II
MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 3
(1)Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilakukan Pengawasan secara internal dan
eksternal.
(2)Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat,

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 4

(1) Pengawasan dilakukan terhadap Ormas yang berbadan
hukum dan/atau tidak berbadan hukum.

(2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di antaranya dapat berupa Ormas yang didirikan oleh
warga negara asing.

(3) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;

b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara
asing atau warga negara asing bersama warga negara
Indonesia; dan/atau

c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan

hukum asing.
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Pasal 5

(1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui
pengaduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga
terkait, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.

(3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak

tertulis.

Pasal 6

(1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh wunit
pelayanan pengaduan masyarakat pada
kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal unit layanan pengaduan di Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia,
pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui
Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S5 ayat (3) dapat disampaikan
melalui aparatur pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

setempat.

Pasal 7
(1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai
subjek, objek, dan materi pengaduan.
(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8
(1) Menteri  melalui  Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum menindaklanjuti pengaduan

masyarakat.
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